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Penempatan Polisi di
Jabatan Sipil lewat Seleksi

Selain pembatasan jabatan sipil vang dapat diisi oleh anggota Polri aktif,
sejumlah ahli juga mengusulkan agar penugasan tersebut didasarkan pada
hasil seleksi kompetensi vang digelar secara terbuka.

JAKARTA, KOMPAS — Polisi akuf
haleh menduduki jabatan sipil,
tetapi hous dibatasi secara ke
tat, Penempatan angmota Polri
di kementerian/lembaga juga
harus melalui seleksi terburka
berbasis kompetensi dan in
tepritias, bukan penunjukan ko-
Tosardo, Selain itu, penting pala
diatur pembatasan masa jabal-
an serta mekanisie pengawas
an yang ketat,

Pandangan ity mengenka
dalam rapat dengar pendapat
winum Komisi IE DPR dengan
sejumlah  ahli hukum guna
membabas revisi Undang-Un
dlang Nomor 2 Tahun 2002 ten-
tang Polri, Selasa {2/6/2020). di
HKompleks  Parlemen, Jakarta,
Selain pengisian jabatan sipil
aleh anggota kepolisian, rapat
jupa membahas usia pensiun
serta kedudukan  Komisi Ke-
el wional.

“Pertanyaannya bukan holeh
atau tidak mendoduki jabatan
sipil, tapi jabatan apa, untuk
fungsi apa, erapa lama, dasar
hukumnya aps, siapa menga-
wast, dan bagaimana mencegah
konflik kepentingan,” kata shli
Tukum pidana Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Maradeo-
min, salah satu yang diundang
dalam rapat itu,

Dralaen papatn
il menyts
teptuan pol n-
dur  dan di Jeepolisian
Jika menduduki jabatan sipil
murni,  Ketentuan itu hams
dipertahankan dalam revisi LU
Polri,

Namun. ia menckankan, pe-
nempatan angeota Polei dalam
jabatan sipil tdak hanva di-

dosmkan  pada  penunjukan
komando,  Polisi yang  akan

menduduki jabatarn sipil juga
harus melalui seleksi kompe-
tensl dan Integritas secuea ter
hutka,

Hal lain vang divsulkan ada-
Tah pembatasan jabatan apasaja
vang bisa diisi olch polisi aktif
Menurul dia, pengaturan me-
ngenal  jabatan jabatan  yang
holeh diisi oleh anggoba polisi
aktif binus discsuaikan dengan
tiga fungisi kepolisian, vaitu se-
bagai  pemelihara ketertiban,
penegak hukum, dan pelayan
pablike

Pemhatasan tersebut dinilai
penting guna menjaga netrali
tas politik serta mencegah per-
luasan kewenangan. koersif ke
ruanyg sipil. Selain ita, untok
melindungi sistem metdt apa-
ratur sipil negara dan memasti-
kan akuntabilitas.

Usia pensiun

Selain Maradona, Komisi [11
DFR juga meminta pendapal
serta masukan dar sejumlah
ahli hukum kin. Mereka adalab
Guru Besar Hukum Adminis-
trasi Kepegawatan U i
Jenderal Soedirman,
drajat, dan pengajar Hukum Ta
t Negara (HTN) Universitas
FPancasila, Fritz Edward Siregar,
i herbicara pada sesi per-
Tarmian

¥i

Sementara pads sest kedua
hadir Guru Besar TN Univer-
sitas Sebelas Maret Agus Rie-
npajar Hukum Pidana
: dember,  Triana
Oheiwatun: dan pengajar 1lu-
asi Megara Uni-
Gradjah Mada, Oce

versitas

Madril.

Teddy, antara lain, menyam-
paikan  pandangin  mengenai
Lisis pensiun angiota Polri, Me-
tirut dia, penentuan batas usia
pensiun hars didasarkan pada
dun pertitbatgan Ubana. yaity
kualitatil dan kuantitseif, Se-
cara kuantitatit, perpayaigan
usiapensiundidukung aleh
angka harapan hidap di Inde
nesia yang oan gy, yaitu
mencapai 7447 tabun, scsuai
dengan data Badan Pusat Sta-
tistik tabun 2025

Selain itu, rasio jumlah polisi
terhadap penduduk belum ide-
sl waitu 1 handing aik. Padahal,
rasio ideal antara polisi dan
jumbah penduduk menorat Per-
serikatan-Bangsa-Bangsa ada
Tah 1 banding 400, Hal ini me-
nuntut efisiensi sumber dava
internal kepolisian,

Teddy jupa membandingkan
usin pensiun polisi di sejumlah
. Di Amierika Serikat, mi
saliva, seorang polisi pensiun
pada usia 5565 tahun, Adapun
di Jerman, usia pensiun polisi
G0-62 tahue dan i Malaysia a0
tahun.

Vsl pensiun profesi lain di
Indonesia juga perlu menjadi
pertimbangan. Jaksa, misalnya,
pensiun pada usia 60-62 tahun,

di usia 59 tahun sejak 2023 dan
akan bergeser menjadi 65 tahun
pada 2043, Sementara TNI me-
masuki usio pensiun pada usia
55-63 kahun.

Secara kualitatif, Teddy me-
nekankan svarat mutlak per-
panjangan usia pensiun harus
dilakukan dengan tetap men-

Juga regencrasi dan kategorisasi

terhadap tiga jenjang yang ada
di kepoelisizn dan 21 tingkatan
panghkat,

" angan sampal nanti ada na-
msya batal kavier. Kita hoous
mempertimbangkan HIPERT
gt Nab, di dalamnya kita
harus juga mempertimhangkan
sisterm perelkrutan vang diha-
rapkan dalam konteks kepega-
walan i menggimakan 2o
growth  spitens Kemudian
pepgaturan ketat masa dinas
dalam pangkat dan skema ge-
ncrasi untuk mencegah stagnasi
kepemimpinan. Jangan sampai
wanti  ketika  ada rencana
untuk ditambahkan (usia pen-
siun), namti akan ada baftle
naik karier di dalammys,” pa-
parnya

Sementars itu, Ketua Komisi
11T DPR Habiburakhman me-
nyampaikan, masukan vang di-
sampaikan untuk revisl UL Pol-
sehenarnys sudah hamvak
diimplementasikan dalam pe
myusunan  Kitab  Undang-un-
dapg  DHukum Acara Pidana
Oeh karena itu, tidak akan ba-
ak vang divbab dalam revisi
1L Polr,

"Hanya, mungkin ada dela-
pen atau semhilan pasal vang
diubah,” katanyva.

Terkait wsia pensiun, Hahi-
burokbiman  mengatakan,  hal
itu akan disesuaikan  dengan
turitutan zaman dan profesi la-
in, seperti jaksa dan prajurit
TNL
Uji materi di MK

Bersamaan dengan proses re-
visi di DPIL saat ini UL Polri
Juga tengah divji di Mahkamah
Konstitusi (ME). Pada Habu

(360 i, ME menjadwatkon si
tang dengan agends mende-
pgarkan keterangan dori pihak
terkait, vakni Polri.

Eeterangan yang akan dide
ngar adalah ferkait sikap Polri
terladap permohonan ujl ma
teri yang meminta MK untuek
mencmpatkan Polyi di bawah
menteri yang  membidang
urisany  peimerintaban dalam
negeri, Pemohon, yakni Chris-
tian Adrianus Sihite dan ka
wan-kawan,  mempersoalkan
konstitusionalitas Pasal § Avat
(1) UL Polri vang menegsskan
balwa Polri berada di bawal
Presiden.

Menurut para pemohon, apa-
ila Presiden dapal mengonitol
cara langsung Polrd, kemung
kiman Aferjadinga diskriminzasi
dalam  hal penegakan hukuom
terhadap pihak-pihak tertentu
sangat besar, utamanya mercka
vang memiliki pandangan her-
n. Polri
alat ke-
n politik. Padahal, polisi

v menjadi s wl pe-
pegak hukum vang profesional
dan netral,

Dengan menempatkan di ba
wih kementerian, fungsi kon-
trol. koordinasi, dan akunta
hilitas dipat berjalan baik. Polri
juga dapat tetap fokus pada tu
#ns pokoknya sebagn pelin-
dung, pengavom. dan pelayan
misyarakat,

Namun, DPR dan pemerin-
tah tidak sepakat dengan para
pemohon. Dakam sidang vang
digelar pada 13 Mei 2026 lalu,
kedua lembaga meminta MK
untuk  menolak  permohonan
terselut. (ANAR
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